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ABSTRAK

Latar belakang penyusunan skripsi ini untuk mengetahui
tentang pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun
2011 dan pengelolaan zakat Wilayah Persekutuan Malaysia. Oleh
karena itu penulis ingin meneliti bagaimana serta apakah terdapat
persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat menurut Undang-
Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 dan Wilayah
Persekutuan Malaysia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
jenis penelitian kepustakaan (library research), karena data yang
diambil dalam penelitian ini bersumberkan dari Undang-Undang
No. 23 Tahun 20011 bagi pengelolaan zakat Indonesia, dan untuk
pengelolaan zakat Wilayah Persekutuan Malaysia bersumberkan
Akta Administrasi Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 1993 dan Akta Kesalahan Jinayah Syariah (Wilayah-
Wilayah Persekutuan) 1997, maka penelitian ini menggunakan
analisis isi dengan metode deskriptif kualitatif dan disimpulkan
secara deduktif.

Hasil penelitian skripsi ini, menunjukkan bahwa terdapat
persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat Indonesia menurut
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan pengelolaan zakat di
Wilayah Persekutuan Malaysia. Indonesia dan Wilayah
Persekutuan Malaysia, kedua-duanya mempunyai Undang-
Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-
Undang No. 23 Tahun 2011 bagi Indonesia, dan Akta Administrasi
Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 bagi
Wilayah Persekutuan Malaysia. Adanya aturan bagi siapa-siapa
yang tidak menunaikan =zakat. Dari segi perbedaannya,
pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh
Indonesia adalah tanggung jawab lembaga Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS), manakala pengelolaan zakat di Wilayah
Persekutuan Malaysia mempunyai dua lembaga, pertama yaitu
Pusat Pungutan Zakat (PPZ) sebagai lembaga khusus yang
berwenang dalam mengumpul dana zakat, kedua adalah baitulmal
Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang
bertanggung jawab dalam pendistribusian zakat di Wilayah
Persekutuan Malaysia.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah
Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri
Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543

b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Nama Penulisan
Alif ‘
Ba b
Ta t
Tsa S
Jim j
Ha h
Kha kh
d
z
r
z
S

Dal
Zal
Ra
Zai
Sin
Syin sy
Sad sh
Dlod dl
Tho th
Zho zh
¢ Ain ’
Gain
Fa
Qaf
Kaf
Lam
Mim
Nun
Waw
Ha
Hamzah
Ya
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| 8 | Ta(Matbutoh) | t |
B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya bahasa Indonesia terdiri

atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

..................... Fathah

..................... Kasroh

..................... Dlommah

Contoh

N = Kataba

A = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola I1) dan
seterusnya

2. Vokal Rangkap
Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah
gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi
berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf Tanda Baca | Huruf

< Fathah dan ya Ai adani
5 Fathah dan waw Au adanu

Contoh :

S kaifa

e : ‘ala

d s>~ haula

of\ : amana

S : al atau ay

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau
huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.
Contoh :

Harakat dan Huruf | Tanda Keterangan
Baca
3 Fathah dan alif a a dan garis di atas
atau ya
@ Kasroh dan ya r i dan garis di atas
s | Dlommah dan waw i u dan garis di atas

viii




Contoh :

il J& : qala subhanaka
Obas ) sba : shama ramadlana
T :rama

adlia Led : fiha manafi’u

G805 ¢ yaktublina ma yamkuriina
4wl Caw s JB 3 1 iz qala yiisufu liabihi

. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah,
kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun,
maka transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah
diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan
keduanya terpisah, maka ta marbutah itu di
transliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :
JubY) 4y Raudlatul athfal
5 sall Aaall Al-Madinah al-munawwarah

. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah
atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah
tersebut.

W, = Robbana J»  =Nazzala

. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan
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huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada
dua seperti berikut.

Contoh :
Pola Penulisan
< sl Al-tawwabu At-tawwabu
el Al-syamsu Asy-syamsu

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang vyang diikuti  huruf  qomariah
ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan
dengan bunyinya.

Contoh :
Pola Penulisan
o Al-badi’u Al-badi’u
el Al-gomaru Al-gomaru

Catatan : Baik diikuti huruf syamsiah maupun gomariah,
kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang
mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini
hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak
dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.
Contoh :

05l = Tukhuzina el = umirtu
ehagdll = Asy-syuhada’ii e & = Fa'fi biha

. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf
ditulis terpisah. Hanya Kkata-kata tertentu yang
penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang
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dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola
sebagai berikut :

Contoh Pola Penulisan
N s s W s Wa innalaha lahuwa khair
al-razigin
O el s SISV ) 58 504 Fa aufii al-kaila wa al-
mizana
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MOTTO

Dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung, dimana tanah

dijejak disitu al-Quran disanjung.
Mengharap seribu satu nikmat dan rahmat didunia dan akhirat,

bangkit dari tidur untuk merealisasikan mimpi-mimpi yang masih

berbaki hingga husnul khotimah ke negeri yang abadi.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan
oleh agama ke atas seseorang menurut aturan tertentu dan sebagai
implementasi rukun Islam yang ketiga. Zakat sangat berpotensi
sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan
ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh
masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen
amanah dan profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah
dana yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan umat.

Dalam fikih Islam menerangkan salah satu penerapan
harta dijalan Allah adalah dengan membayar zakat. Zakat adalah
suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan
Sunnah Nabi dan zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah
shalat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai

salah satu rukun Islam. Dalam al-Quran, Allah berfirman :



LS e xSy SIS 15T 83Lall Tsacdls

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”

Avyat di atas memerintahkan untuk berzakat, perintah itu
baru dapat dilaksanakan sesudah memiliki harta benda

(kekayaan). Sabda Nabi SAW :

A Joory 1ez Ofy BV V) LY O 83lgs i o S o

2Lz, 2529 CJ—D QLSJ\ ely) s 2]l (Bb
Artinya:

“Islam dibina atas lima perkara: Bersaksi bahwa tiada
Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan
sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah,
mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan
berpuasa di bulan Ramadhan .

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan
pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat,
yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan

seperti halnya zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta

! Surah Al-Bagarah Ayat 43
2 Muhammad Bin Ismail al-Muhsinri, terj,. Sahih al-Bukhari,
(Dimasyq: Dar Ibn Kathir, 2002), him. 12



yang wajib dizakat, kemudian mengetahui para mustahik zakat.
Berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar
biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal yang merupakan urusan
yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas
serta para pembantunya.?

Zakat juga mempunyai hikmah dan objektif yang besar
dalam kehidupan manusia, antaranya adalah, sebagai bukti
keimanan kepada Allah dan mensyukuri nikmat-Nya, melahirkan
sifat kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat pelit, rakus,
kebendaan, memberikan ketenangan, membersihkan dan
mengembangkan harta yang dimiliki, menolong dan membantu
orang yang susah. Namun kurangnya pemahaman, kesadaran
terhadap tujuan dan hikmah dari pelaksanaan zakat dapat
menghilangkan semangat konsep zakat itu sendiri.

Secara etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah

sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang

3 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status
Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an Dan Hadis, (Jakarta: Pustaka Utera
Antar Nusa, 1996), him. 546



diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-
orang yang berhak menerimanya.*

Dimensi sosial zakat berfungsi untuk menghapuskan
kemiskinan dan meletakkan tanggung jawab sosial kepada
aghniya (orang-orang kaya). Sedangkan dimensi ekonomi, zakat
berfungsi dalam penyebaran harta agar bisa dinikmati seluruh
manusia, tidak hanya bertumpu kepada orang kaya saja.’

Dalam rangka untuk meningkatkan daya guna dan hasil
guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan
syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum,
terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan
efektivitas dan efisien pelayanan dana pengelolaan zakat. Dalam
mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan perencanaan
yang matang, cermat dan organisasi yang bagus.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Undang-Undang yang lahir

4 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam,
(Jakarta: Kencana, 2010), him. 293

5 Mu’inan Rafi, Potensi Zakat (dari Konsumtif-Kreatif ke Produktif-
Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011),
him. 4



pada 27 Oktober 2011 ini menimbulkan kontroversi besar di
dunia zakat nasional. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang
meregulisasi pengelolaan zakat di Indonesia modern yang sekuler
dan demokratis, menimbulkan perdebatan sengit karena
mengklaim berbasis pada “pendapat fikih klasik” bahwa hanya
Negara yang memiliki otoritas dalam mengelola zakat. Undang-
Undang ini menghapus sistem desentralisasi zakat nasional di
bawah rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan
menggantikannya dengan sistem sentralisasi di mana kini hanya
pemerintah saja yang berhak mengelola zakat nasional. Dengan
pemikiran utama ini, maka seluruh bangunan Undang-Undang
No. 23 Tahun 2011 melakukan penguatan dan memberi pelbagai
privilage kepada operator zakat bentukan pemerintah
(BAZNAZ) dan di saat yang sama melakukan marginalisasi dan
pelemahan, bahkan berpotensi “mematikan”. Kepada operator

zakat bentukan masyarakat sipil (LAZ).®

& Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2015), him. 2



Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah
satu lembaga zakat yang telah ada kurang lebih 13 tahun dalam
pengelolaaan zakat. BAZNAS merupakan Badan Amil Zakat
Nasional yang konsisten terhadap pemberdayaan generasi
penerus bangsa, melalui gerakan cinta yatim dan dhuafa
Indonesia yang kemudian diwujudkan dalam berbagai program
yang mengutamakan pendidikan dan pembinaan anak dhuafa dan
yatim.

Di Wilayah Persekutuan Malaysia, pengelolaaan zakat
dilakukan lembaga pusat yang bernama Pusat Pungutan Zakat
(PPZ). Pusat Pungutan Zakat telah didirikan dan diresmikan pada
tanggal 27 Desember 1990 berfungsi untuk melayani pembayar
zakat dengan menggunakan sistem komputer. Penggunaan
komputer untuk urusan memungut zakat adalah satu peristiwa
bersejarah karena belum pernah dilakukan baik di Malaysia atau
di Negara lain.” Lembaga tersebut merupakan perusahaan yang

dikelola oleh pemerintah. Dalam beroperasi, PPZ hanya

7 http://www.zakat.com.my/info-ppz/sejarah/ (diakses pada 7
Oktober 2017)


http://www.zakat.com.my/info-ppz/sejarah/

berwenang untuk menghimpunkan dana zakat masyarakat.
Sedangkan, penyaluran dana zakat dilakukan oleh lembaga lain
bernama Baitulmal. Kedua-dua lembaga ini berada dibawah
Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP).

Menurut statistik yang diterbitkan oleh Pusat Pungutan
Zakat Wilayah Persekutuan Malaysia. Prestasi pungutan zakat di
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur semakin meningkat dalam
tempoh sembilan tahun.® Selain itu, PPZ menjalankan aktivitas
zakat ini dengan tujuan untuk berdakwah dan mempromosikan
zakat ke arah meningkatkan kesadaran umat Islam tentang
kewajiban berzakat.

Fungsi zakat harus dapat diwujudkan dan ditingkatkan
sehingga zakat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Untuk
mendapat manfaat atau hasil maksimal dalam pemenuhan fungsi
zakat sebagai aset pembangun kesejahteraan umat, pengelolaan

zakat merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan.

8 Azman Ab Rahman, Ensiklopedia Pengurusan Zakat Di Malaysia,
(Nilai: Universitas Sains Islam Malaysia, 2017), him. 163



Dari hasil penelitian awal yang dilakukan oleh penulis
terhadap pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh kedua Negara
dalam aspek pelaksanaan terhadap zakat yang dilakukan. Maka
penulis berkeinginan untuk meneliti perbedaan dan persamaan
secara komprehensif yang berbentuk skripsi dengan judul “Studi
Komparatif Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Dan Pengelolaan

Zakat Wilayah Persekutuan Malaysia”.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka
penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan pelaksanaan zakat menurut Undang-
Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 dan
aturan pelaksanaan zakat di Wilayah Persekutuan
Malaysia?

2. Apa perbedaan dalam aturan pelaksanaan zakat antara

Indonesia dan Wilayah Persekutuan Malaysia ?



C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui aturan pelaksanaan zakat menurut Undang-
Undang No. 23 Tahun 2011 dan aturan pelaksanaan
zakat di Wilayah Persekutuan Malaysia.

2. Mengetahui  persamaan dan perbedaan aturan
pelaksanaan zakat menurut Undang-Undang No. 23
Tahun 2011 dan pengelolaan zakat di Wilayah

Persekutuan Malaysia.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat
bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Islam secara luas dan
terutama bagi penulis sendiri khususnya. Namun secara rinci,
kegunaan penelitian dan pembahasan ini dapat penulis paparkan

antara lain yang berikut:

1. Dengan mengadakan penelitian ini, diharapkan dapat
menambah pengetahuan berpikir penulis secara pribadi

terutama dalam melakukan dan mengadakan penelitian
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ilmiah, di samping ilmu pengetahuan yang penulis
peroleh selama dibangku studi.

2. Untuk menambah dan memantapkan literatur
perpustakaan sekaligus sebagai upaya mengembangkan
ilmu pengetahuan dengan menjadikannya sebagai acuan
dan landasan pemahaman sebagai pengembangan ilmu
pengetahuan, baik bagi penulis atau bagi peneliti
berikutnya.

3. Sebagai sumbangsih  pemikiran penulis kepada
almamater tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan
dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur
bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden

Fatah Palembang.

E. Kerangka Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini maka penulis
membatasi pembahasan dengan kerangka konsep guna untuk
mengkhususkan penjelasan dalam pemaparan yang diteliti.

Penulis ingin membahas pengaturan pelaksanaan dari lembaga
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pengumpulan dan pengagihan dana zakat yang secara yuridis
normatif yaitu meneliti bagaimana aturan pengumpulan dan
pengagihannya dalam lingkungan Undang-Undang Pengelolaan
Zakat oleh badan pengelola zakat yang terkait serta yang
dilaksanakan antara Indonesia dan Wilayah Persekutuan

Malaysia.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menyusun dan mengkaji skripsi ini, penulis
mencoba mengembangkan penulisan ini dengan mendatangkan
kajian-kajian ilmiah penulisan-penulisan yang telah dikaji dan
dibuat oleh para peneliti atau penulis terdahulu yang menyangkut
dengan judul ini, antara sebagai berikut:

Pertama, Amrillah® |, menulis tentang “Prosuder
Pengelolaan Zakat Pada Yayasan Amil Zakat Pusri (Yazri) Kota
Palembang Menurut Undang Undang No.23 Tahun 2011
Menghasilkan simpulan bahwa sistem penyaluran dana zakat

yang dilakukan oleh (YAZRI) adalah bersifat konsumtif dan

% Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Raden Fatah, Palembang, 2014
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produktif sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
BAB Il pasal 25, 26, dan 27. Penyaluran dana zakat konsumtif
yaitu pembagan dana lepas berupa uang/sembako yang diberikan
kepada golongan yang berhak menerimanya, hal ini bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui program belas
kasih. Sedangkan penyaluran dana zakat produktif yaitu
pembagian dana zakat berupa bantuan dana bergulir yang
diberikan kepada mustahik yang memerlukan bantuan untuk
mengembangkan usahanya.

Kedua, Mohamad Faqih®®, menulis tentang “ Implementasi
Distribusi Pengelolaan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala
Lumpur”. Menghasilkan simpulan bahwa dalam penyaluran
zakat Baitulmal membutuhkan lebih banyak lagi pegawai agar
lebih efisien. Masyarakat juga perlu untuk lebih mengetahui
mana lembaga yang berwenang dalam menyalurkan zakat dan
menghimpunkan dana zakat. Sebagian kecil masyarakat yang

jauh dari pusat kotadan media masih belum mengetahui secara

10 Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah,
Jakarta, 2015



13

pasti mana fungsi lembaga tersebut. Pada fundrising dana zakat,
pencapaian zakat pun sebenarnya masih belum memenuhi target,
walaupun jumlahnya terbilang cukup besar namun masih meleset
tipis dari target sebesar 30% dari pencapaian tahun sebelumnya.
Pusat Pungutan Zakat (PPZ) juga harus mengembangkan
pengetahuan tentang metode zakat terbaru karena seiring
perkembangan zaman, banyak terdapat kepemilikan jenis harta
baru. Sehingga PPZ harus terus melakukan penelitian dan
pengkajian terhadap pengetahuan tentang hukum zakat
kontemporer.

Ketiga, Zaidan Fadhli'!, menulis tentang “Pengelolaan
Zakat Di KUA Kec. Tanjung Raja Kab. Organ Ilir Ditinjau Dari
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat” menghasilkan simpulan bahwa KUA Kecamatan Tanjung
Raja pada hakekatnya memiliki dua sistem pengelolaan zakat
yaitu sistem pasif dan sistem aktif. Namun dalam implementasi

sistem tersebut belum maksimal. Begitu juga dengan

11 Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah,
Palembang, 2015
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pengelolaannya belum memenuhi standar yang diatur dalam
Undang-Undang pengelolaan zakat padahal Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tanjung Raja merupakan salah satu KUA
yang telah melaksanakan fungsinya sebagaimana yang tercantum
dalam ketentuan pasal 1 ayat (7) dalam Undang-Undang No. 23

Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

G. Metode Penelitian

Dalam membahas masalah-masalah dalam penyusunan
skripsi ini, dibutuhkan suatu penelitian tidak lain untuk
memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan
dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas dan tepat
benar. Ada beberapa metode yang penulis gunakan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
kualitatif (penelitian kepustakaan atau Library Research) dengan
pendekatan normatif. Penelitian kepustakaan merupakan suatu
cara menghimpun data-data dan fakta melalui referansi-referansi

atau buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan
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yang akan diteliti dan dibahas dalam skripsi. Pendekatan normatif
berusaha untuk mengkaji fenomena yang muncul dari segi
normatif pengelolaan zakat.
2. Sumber Data
Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari
dua macam yaitu data primer dan sekunder.
a. Sumber Data Primer
Adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas
(autoritatif),'> sumber data yang diperolen secara
langsung dari sumber asli, data primer berasal dari studi
kepustakaann seperti bahan-bahan yang diperlukan dalam
hal ini, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan
Undang-Undang zakat Wilayah Persekutuan Malaysia.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber pertama yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,

seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,

12 Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Bab 3 Bahan Hukum
Dalam Penelitian Akademik dan Praktisi,( Jakarta : Sinar Grafika, cetakan ke-
5,2014), him. 47
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hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Sifat dari
sumber ini tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap
saja. Bahkan data sekunder adalah kitab-kitab, buku-
buku, artikel, karya ilmiah yang relevan dengan
pembahasan skripsi ini, antara kitab rujukan dalam
penelitian ini adalah: Kitab Zakat karangan Yusuf
Qaradhawi. Kitab-kitab Hadis seperti Shahih al-Bukhari,
yang berkaitan dengan tema dalam skripsi ini. Dan juga
data yang diharapkan mendukung dalam penulisan ini
seperti : Laman web, artikel, dokumen, koran, majalah
dan lain-lain.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam
studi ini adalah studi pustaka (literatur pustaka), seperti buku-
buku utama, website di internet, makalah dan literatur lain yang
berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.
4. Teknik Analisis Data
Keseluruhan data yang diperoleh atau yang berhasil

dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer maupun
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sekunder diolah, kemudian data yang telah dikumpulkan di
analisa secara deskriptif dan komparatif, yaitu menguraikan
seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, juga dikemukakan
perbedaan tersebut. Kemudian diambil kesimpulan secara
deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat
umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini
dapat dipahami dengan mudah. Teknik penulisan dalam skripsi
ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas
Syari’ah di bawah Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Raden
Fatah Pelembang. Adapun buku acuan yang digunakan adalah
Buku Pedoman Penulisan skripsi yang diterbitkan Fakultas
Syari’ah di bawah Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Raden

Fatah Pelembang tahun 2016.

H. Sistematika Penulisan

Selanjutnya agar pembaca mudah memahami skripsi ini
dan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pokok
pembahasan maka penulis menyusun skripsi ini dalam beberapa

bab dangan sistematika sebagai berikut:



BAB |

BAB II

BAB Il
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Pendahuluan. Dalam bab ini  penulis
menghuraikan mengenai permasalahan yang
mencakup latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
kerangka konsep, penelitian terdahulu, metode
penelitian, sistematika penulisan.

Tinjauan umum tentang zakat. Bab ini
merupakan landasan teori bab-bab berikutnya,
hal-hal yang penulis kemukakan meliputi
pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-
syarat wajib zakat, golongan yang berhak
menerima zakat, harta yang wajib dikeluarkan
zakatnya, hikmah zakat, pengelolaan zakat.
Aturan zakat di Indonesia dan Zakat Wilayah
Persekutuan Malaysia. Di dalam bab ini, penulis
menerangkan tentang sejarah kemunculan zakat
di Indonesia, pengelolaan zakat Indonesia
menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011,

sejarah  kemunculan zakat di  Wilayah



BAB IV

BAB V
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Persekutuan Malaysia serta pengelolaan zakat di
Wilayah Persekutuan Malaysia.

Analisis aturan pelaksanaan zakat di Indonesia
dan Wilayah Persekutuan Malaysia. Bab ini
merupakan inti skripsi, di mana penulis
memberikan pemaparan mengenai persamaan
dan perbedaan dari hasil komparatif persamaan
dan perbedaan aturan zakat di Indonesia dan
Wilayah Persekutuan Malaysia, perkembangan
zakat di Indonesia dan Wilayah Persekutuan
Malaysia.

Penutup, Bab ini merupakan bab yang terakhir
dalam penulisan skripsi. Pada bab ini
dikemukakan  beberapa  kesimpulan  dari
pembahasan, beberapa saran dari penulis
sehubungan dengan kesimpulan tersebut dan

lampiran-lampiran.
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BAB |1

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi dapat diartikan berkembang dan

berkah, seperti dalam ungkapan berikut: ¢,/ 5 (tanaman itu

berkembang), 24l =5”; (nafkah itu berkah), dan \sj o> (si Fulan

banyak kebaikannya)®®. Selain itu, zakat dapat diartikan

mensucikan, sebagaimana dalam firman Allah Ta ’ala:

\

& 1% s
14 L@"‘S o Cl_é\ Js
Artinya :
“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan
Jiwa itu”.

Maksud ayat di atas, yakni membersihkan dari segala noda.
Zakat disebut demikian karena harta kekayaan yang

dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkan zakatnya

13 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahbah Sayyed
Hawwas, Figh Ibadah, (Jakarta: AMZAH, 2015), him. 343
14 Surah Asy-Syams ayat 9



21

dan doa orang yang menerimanya. Zakat juga dapat
membersihkan orang yang menunaikannya dari dosa dan
memujinya, bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan
dari iman seseorang yang menunaikannya.

Adapun menurut istilah syar’i, zakat berarti sesuatu yang
dikeluarkan atas nama harta atau badan dengan mekanisme
tertentu.’®

Kata zakat dalam Al-Quran secara ma 'rifah sebanyak 30
kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surah Makiyah dan
selainnya terdapat dalam surah-surah Madaniyah.

Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat
yang dapat dimanfaatkan menolong orang-orang yang tidak dapat
memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Islam ingin membebaskan
manusia dari tekanan hidup sehari-hari sehingga dapat
mempunyai kesempatan untuk hal-hal yang lebih luhur sebagai
khalifah Allah di bumi. Manusia selalu diberi kesempatan untuk

menikmati kehidupan ini dengan cara-cara yang halal, sehingga

15 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahbah Sayyed
Hawwas, Figh Ibadah, (Jakarta: AMZAH, 2015), him. 343
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dengan kenikmatan yang ia rasakan itu dapat berbuat bagi dirinya
dan bagi orang lain perbuatan yang mulia di dunia dan di
akhirat.'®* Menurut bahasa, zakat berasal dari kata “zaka” yang
artinya berkah, tumbuh, dan baik.’

Zakat bukanlah sedekah, karena zakat merupakan
kewajiban menurut Quran dan Hadis, dan sudah mempunyai
ketentuan-ketentuan yang maklum (diketahui), dan bukan pula
hibah (pemberian) dan sedekah.8

Makna zakat dalam syari’ah terkandung dua aspek di
dalamnya. Pertama, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya
proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh
kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan
subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya
zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang

seperti zakat tijarah dan zira 'ah. Kedua, penyucian karena zakat

16 Farida Prihatini Uswatun Hasanah, Hukum Islam Zakat Dan Wakaf
Teori Dan Prakteknya Di Indonesia, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005), him.
47

"M Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Studi Komparatif mengenai
Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadits, (Jakarta: Litera
Antar Nusa, 1987), him. 34

18 Mutawalli Sya’rawi, Ensiklopedia Zakat, (Johor, Jahabersa, 2012),
him. 40
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adalah penyucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-
kotoran lainnya, sekaligus penyucian jiwa manusia dari dosa-

dosanya.®

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib
dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-Quran secara bersamaan
dengan shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan Islam di
Mekah, kewajiban berzakat ini masih bersifat global dan belum
ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang
wajib dizakati. Hal itu menumbuhkan kepedulian dan
kedermawanan umat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan
pada tahun dua Hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai
bulannya. Pendapat yang masyhur menurut ahli hadis adalah
pada bulan Syawal tahun tersebut.?® Dalam Al-Quran Allah

berfirman:

19 Nurul Huda, Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset,
(Jakarta: Prenadamedia, 2015), him. 2

20 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahbah Sayyed
Hawwas, Figh Ibadah, (Jakarta: AMZAH, 2015), him. 344
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Artinya :
“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang
berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma,
tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya,
zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya)
dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya
(yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan
tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan
disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah
kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang yang berlebih-lebih .

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan
struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa,
la adalah wajib. la adalah perintah Allah yang harus

dilaksanakan. Allah berfirman kepada Nabi-Nya:

e -3 2 T ue e 223 Laguf A uia. S {Lst 5 33
lslas] (e J@j & V’@"'S"ﬁ PRkl BAo (A5A0 s NES
R AP %}“ iz P
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Artinya:
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka
dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu

2L Surah Al-An’am Ayat 141
22 Surah At-Tawbah Ayat 103
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itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”.

Imam Syafi’i berkata : Zakat adalah kewajiban yang telah
ditetapkan oleh Allah dalam Kitab-Nya. Kemudian menerusi
lidah Nabi, Allah menjelaskan harta apa sahaja yang harus
dizakati, bila sampai masa dikeluarkan zakatnya, bila zakat
diwajibkan dan berapa banyak zakat itu. Ada yang 1/5, ada yang

1/10, ada yang 1/20 dan ada yang 1/40 dan seterusnya.?®

C. Syarat Wajib Zakat
Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah
memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara
syara’. \Wahbah-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu
syarat wajib dan syarat sah. adapun syarat wajib adalah:
a. Merdeka.
b. Islam.

c. Baligh dan berakal.

2 Husein Abdul Hamid, Mukhtasar Kitab Al-Umm (Imam Syafi’i),
(Johor, Perniagaan Jahabersa, 2010), hIm. 336
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d. Harta tersebut merupakan harta yang memang yang
wajib dizakati seperti; naqgdaini (emas dan perak)
termasuk juga al-awragal naqdiyat (surat-surat
berharga), barang tambang dan barang temuan (rikaz),
barang dagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan,
serta hewan ternak.

e. Harta tersebut telah mencapai niskab (ukuran jumlah).

f. Harta tersebut adalah milik penuh (al-milk at-tam).

g. Telah mencapai satu tahun atau cukup Aaul (ukuran
waktu, masa).?*

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:
a. Adanya niat muzaki (orang yang mengeluarkan zakat).
b. Pengalihan kepemilikan dari muzakky ke mustahiq

(orang yang berhak menerima zakat).?®

24 Fakhruddin, Figh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia, (Malang:
UIN-Malang Press, 2008), him. 33-34
25 |bid, him. 38
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D. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat
Orang-orang yang berhak menerima zakat telah

ditetapkan oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran :

L.

Lﬁ/j 62}1.9 uj;i.!\” Lé..:u? C;\.L«:J\j M‘j ;\J,QJLU 5
e BT AT 65wy p 20T T AT ol Gaelly o )T
26-::21::-@§>

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus
zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana”.

\h—'

Artinya :

Dengan ayat Al-Quran tersebut dapat dijelaskan bahwa

orang yang berhak menerima zakat itu ialah seperti berikut :
a. Fakir ; yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan
usaha yang dapat menghasilkan lebih 50% untuk

kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupi.

2% Surah At-Tawbah Ayat 60
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Miskin ; yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha
yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk
kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupinya.

. Amil ; yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk
mengumpulkan, dan membagi-bagikannya kepada yang
berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.

Mu ‘allaf ; yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum
kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah
kuat imannya supaya dapat meneruskan Islam.

Hamba Sahaya ; yang mempunyai perjanjian akan
dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus
dirinya.

Gharim ; yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu
kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup
untuk melunasinya.

. Sabdlillah ; yaitu orang berjuang suka rela untuk

menegakkan agama Allah.
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h. Musafir ; yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam
perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu,

menyiarkan agama dan sebagainya.?’

E. Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Harta dalam Bahasa Arab disebut al-amwal yang
merupakan jama’ atau plural (menunjukkan arti banyak), dari
kata al-mal (bentuk mufrad, singular, menunjukkan arti tunggal.
Menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa yang dimaksud dengan al-
amwal (harta) adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh
manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Selanjutnya dengan
mengutip pendapat Ibn Asyr, Yusuf al-Qardhawi mengatakan
bahwa kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi
kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang
disimpan dan dimiliki. Dalam surah At-Tawbah ayat 103
disebutkan bahwa zakat diambil dari harta umat Islam untuk

membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut.?

27 Moh Rifa’i, Figih Islam Lengkap, (Kuala Lumpur, Pustaka Jiwa,
1996), him. 363

28 Fakhruddin, Figh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia, (Malang:
UIN-Malang Press, 2008), him. 87-88



Artinya:
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka
dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu
itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”.

Menurut jumhur ulama’ bahwa yang dimaksudkan
dengan shadagah dalam ayat tersebut adalah az-zakahal
mafrazdlah (zakat yang diwajibkan). Selanjutnya Wahbah-Zuhaili
mengatakan bahwa lafaz amwal dalam ayat tersebut adalah lafaz
Am (umum) yang mencakup semua macam harta, tidak
dijelaskan macam harta yang diambil dan juga ukuran atau
takarannya, maka zahirnya menuntut untuk diambil dari setiap
macam tersebut sebagiannya karena lafaz “min amwalihim”
menuntut tab’idh (sebagian), maka ayat tersebut menunjukkan

bahwa ukuran yang diambil adalah sebagian harta, dan bukan

semuanya.*

29 Surah At-Tawbah Ayat 103
%0 Ibid, him. 88
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Terdapat beberapa pendapat ulama’ tentang macam harta
yang wajib dikeluarkan zakatnya, di antaranya adalah :3!

1. Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa harta yang
wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam, yaitu
hewan ternak (unta, sapi dan kambing), emas dan
perak, barang dagangan, barang tambang dan rikaz
(barang temuan), serta tanam-tanaman dan buah-
buahan.

2. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib
dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, hasil
tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan,
binatang ternak, barang tambang dan barang temuan
(harta karun).

3. lbnul Qayyim al-Jauziyah dalam kita Zadul Ma'ad
mengatakan bahwa harta yang yang menjadi sumber
zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam al-

Quran dan hadis ada 4 (empat jenis, yaitu tanam-

31 1bid, him. 89-90
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tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan
perak serta harta perdagangan.

. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa harta yang
wajib dizakati ada 5 (lima), yaitu nuqizd (emas, perak,
dan surat- surat berharga), barang tambang dan barang
temuan, barang perdagangan, tanam-tanaman dan
buah-buahan dan hewan ternak (unta, sapi, dan
kambing). Kemudian Wahbah juga mengutip pendapat
Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakati.

. Sementara itu Hasbi al-Shiddigiy membagi harta yang
wajib dizakati dibagi menjadi dua, yaitu harta-harta
zhahir (al-amwal al-zhahirat), yaitu binatang, tumbuh-
tumbuhan dan buah-buahan, dan harta-harta yang
tersembunyi (al-amwal al-bathinat), yaitu emas, perak,
dan barang perniagaan.

Ibnu Rushd juga membagi harta yang wajib
dikeluarkan zakatnya menjadi dua, yaitu yang
disepakati dua macam dari barang tambang emas dan

perak, tiga macam dari hewan (unta, sapi, dan kambing



33

dua macam dari biji-bijian (gandum dan sya’ir), dua
macam dari buah-buahan (kurma dan kismis). Kedua,
yang yaitu emas yang dibuat menjadi pakaian. Menurut
Mali, Laits dan Syafi'i barang tersebut tidak dizakati
sedangkan menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan

zakatnya.

F. Hikmah Zakat

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci,
berkembang dan bertambah mempunyai makna yang sangat
penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun
masyarakat. Dengan demikian lembaga zakat itu diwajibkan
untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang
diinginkan. Yang dimaksudkan dengan tujuan dalam hubungan
ini adalah praktisnya. Tujuan tersebut, selain yang sudah
disinggung dalam uraian sebelumnya. Antara lain adalah sebagai

berikut :

32 1bid, him. 90
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a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya
keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.

b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi
oleh gharimin, ibnu as-sabil dan mustahik lainnya.

c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama
umat Islam dan manusia pada umumnya.

d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta.

e. Membersinkan diri dari sifat dengki dan iri
(kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.

f. Menjembatan jurang pemisah antara orang yang kaya
dan yang miskin dalam suatu masyarakat.

Sedangkan dalam kitab al-Tasyri’ wa Falsafatut, Ali
Ahmad al-Jurjani mengatakan bahwa hikmah zakat adalah
sebagai berikut:

a. Menolong orang yang lemah dan membantu orang yang
teraniaya serta menguatkan untuk dapat melaksanakan

kewajiban-kewajibannya, baik yang berkaitan dengan

33 Farida Prihatini dan Uswatun Hasanah, Hukum Islam Zakat Dan
Wakaf Teori Dan Prakteknya Di Indonesia, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti,
2005), him. 49
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tauhid, ibadah dan sarana untuk melaksanakan
kewajiban tersebut.

b. Membersihkan jiwa pemberi zakat dari dosa dan
mensucikan akhlaknya dengan sifat dermawan dan
mulia serta meninggalkan rasa Kikir.

c. Allah SWT telah memberikan kenikmatan kepada orang
kaya dan memberikan keutamaan dengan berbagai
macam kenikmatan dan harta yang lebih dari kebutuhan
aslinya sehingga mereka bisa merasakan kenikmatan
dunia. Oleh karena itu, mensyukuri nikmat merupakan
kewajiban, baik secara akal maupun syara'. Pemberian
zakat kepada fakir adalah termasuk dalam syukur
nikmat tersebut.3*

Zakat mempunyai peran bagi menangani masalah-masalah
pengangguran. Antara sebab utama yang menyumbang kepada
pengangguran ialah kemiskinan. Orang yang miskin sudah tentu

tidak mempunyai modal yang minimum untuk menjalankan

3 Fakhruddin, Figh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia, (Malang:
UIN-Malang Press, 2008), him. 29-30
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sesuatu perusahaan atau pekerjaan. Dalam hal ini, jika sistem
zakat berjalan sepenuhnya, sudah tentu orang yang miskin
tersebut berhak menerima bagian mereka dan membolehkan
mereka menjalankan perusahaan yang dirancang, sesuai dengan

kemahiran dan kelayakan mereka.*®

G. Pengelolaan Zakat

Pada prinsipnya, dibenarkan oleh syariat Islam apabila
seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya
kepada para mustahik dengan syarat kriteria mustahik sejalan
dengan firman Allah SWT dalam surah at-Tawbah: 60. Akan
tetapi, sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga berdasarkan
tuntunan Nabi Muhammad SAW, tentu akan lebih utama jika
zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggung
jawab, dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu

tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada

% Mustafa Al-Khin, Manhaj Figh Al-Syafi’i, (Selangor, XZ Print,
2003), him. 10
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mustahik tertentu yang kita kenal sementara mustahik lainnya

karena kita tidak mengenalnya tidak mendapatkan haknya.®

% Fakhruddin, Figh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia, (Malang:
UIN-Malang Press, 2008), him. 193-194



BAB Il
ATURAN ZAKAT DI INDONESIA DAN WILAYAH

PERSEKUTUAN MALAYSIA

A. Sejarah Kemunculan Zakat Di Indonesia

Zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting
bagi perkembangan agama Islam sejak masuknya Islam di
Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, Pemerintah Kolonial
mengeluarkan Bijblad No. 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang
berisi tentang kebijakan Pemerintah Kolonial mengenai zakat.
Tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mencegah
terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para naib. Para
naib tersebut bekerja untuk melaksanakan administrasi
kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda tanpa memperoleh gaji
untuk membiayai kehidupan mereka.*’

Kemudian pada tanggal 6 Februari 1905 dikeluarkan
Bijblad No. 6200 yang berisi tentang pelarangan bagi seorang

pegawai dan priayi pribumi untuk membantu pelaksanaan zakat.

37 Muhammad Aziz, Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju
Pengelolaan Zakat Yang Profesional, (Jurnal Al Hikmah Studi Keislaman,
Nomor 1, 2014), him. 23

38
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Hal ini bertujuan untuk semakin melemahkan kekuatan
rakyat yang bersumber dari zakat tersebut. Setelah kemerdekaan
Indonesia, perkembangan zakat menjadi lebih maju. Meskipun
Negara Republik Indonesia tidak berdasarkan pada salah satu
falsafah tertentu, namun falsafah Negara Indonesia dan pasal-
pasal Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan
kemungkinan bagi pejabat-pejabat Negara untuk membantu
pelaksanaan pengelolaan zakat.®

Pada masa di berlakunya Undang-Undang Dasar
Sementara (UUDS) 1950 perkembangan zakat tidak surut.
Menteri Keuangan Republik Indonesia saat itu, yaitu M. Yusuf
Wibisono menulis sebuah makalah yang dimuat pada majalah
Hikmah Jakarta (1950) yang mengemukakan gagasannya untuk
memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem
perekonomian Indonesia. Selain itu di kalangan anggota

parlemen terdapat suara-suara yang menginginkan agar masalah

% 1bid, him. 23
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zakat diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus
langsung oleh pemerintah atau Negara.®

Pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif
setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang inilah yang menjadi
landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai
konsekuensinya, pemerintah (mulai dari pusat sampai daerah)
wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan
Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah.
BAZNAS ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres)
No. 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001.4

Lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 itu antara
lain karena adanya semangat yang menggelora agar segala
sesuatu tidak serba pemerintah. Selain itu, adanya dorongan
untuk mengikis kultur sentralisme. Sebab selama zaman orde

baru semua bidang termasuk terkait dengan persoalan zakat

% Ibid, him. 23
40 Faisal, Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan
Indonesia, (Jurnal Analisis, Volume XI, Nomor 2, Desember 2011), him. 262
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dilakukan dengan cara sentralistis, terpusat. Sementara kegiatan
zakat sudah memiliki akar yang sangat kuat di negeri ini bahkan
sebelum zaman kolonial. Menteri Agama saat itu juga punya
keinginan kuat untuk segera mewujudkan adanya Undang-
Undang zakat. Sebab selama ini upaya-upaya untuk mewujudkan
niat seperti ini selalu mendapat kendala sehingga tak pernah
terealisasi.*

Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat
diberbagai Negara ini dan lembaga amil yang tumbuh pesat,
perbincangan tentang amandemen Undang-Undang pengelolaan
zakat kembali bergulir. Masyarakat zakat merasa banyak lubang
di sana sini yang perlu dibenahi terkait dengan pengelolaan zakat
di tanah air. Hal ini juga dirasakan pemerintah. Melalui
Departemen Agama juga memiliki keinginan untuk memperbaiki
Undang-Undang. Mereka merasa perlu untuk kembali mengatur

lalu lintas terkait dengan persoalan ini. Pada titik ini kedua belah

41 Forum Zakat, Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-
2025, (Forum Zakat, 2013), him. 9
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pihak menemukan isu bersama, yakni harus ada revisi Undang-
Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ).4?

Bagi mengoptimalkan kutipan dan pengurusan zakat di
Indonesia, pemerintah dan lembaga tinggi Negara telah dua kali
mengesahkan Undang-Undang tentang zakat, yaitu:

1. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan
Zakat, yang sudah dinyatakan tidak sesuai dengan
perkembangan keperluan hukum dan masyarakat sehingga
perlu diganti.

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat.

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menjelaskan
bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayaan zakat. Untuk melaksanakan
pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS yang

berkedudukan di ibu kota Negara dan BAZNAS merupakan

*2 1bid, him. 9
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lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat
secara nasional.*

Undang-Undang zakat diwujudkan bertujuan untuk
menjana perekonomian masyarakat, ia diatur dengan peraturan
perundang-undangan dan diurus oleh lembaga yang berwenang

agar segala kutipan dan pengurusan zakat dapat dioptimalkan.

B. Aturan Zakat Indonesia Menurut Undang-Undang No.
23 Tahun 2011

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS
sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat
secara nasional.*

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 34, pembinaan
dan pengawasan lembaga pengelola zakat dilaksanakan oleh
Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan

kewenangannya. Dalam hal pembinaan, menurut Undang-

43 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
4 Ibid, Pasal 1 (7)
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Undang meliputi; sosialisasi, fasilitasi dan edukasi. Sedangkan
pengawasan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat,
mencakup pelaporan, audit syari’ah dan audit keuangan.
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Pasal 75, menetapkan
kewenangan Kementerian Agama untuk melakukan audit syariah
atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan
dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).*
Untuk lebih jelasnya penulis mengambil isi kandungan dari
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
sebagai berikut:
1. Pengelolaan zakat berasaskan;

a. Syari’at Islam,

b. amanah,

c. kemanfaatan,

d. keadilan,

45 Ahmad Syafiq, Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga
Pengelola Zakat, (Jurnal ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni 2016), him. 29
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e. kepastian hukum,

f. terintegrasi; dan

g. akuntabilitas.*

2. Tujuan pengelolaan zakat adalah:

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan
dalam pengelolaan zakat.

b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan
kemiskinan.*’

3. Zakat mal adalah harta yang dimiliki oleh muzaki
perseorangan atau badan usaha. Zakat mal meliputi:

a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya.

b. Uang dan surat berharga lainnya.

(@]

. Perniagaan.

o

. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

D

. Peternakan dan perikanan.

=h

Pertambangan.

46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,
Pasal 2
47 |bid, Pasal 3
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g. Perindustrian.
h. Pendapatan dan jasa.
i. Rikaz (barang temuan).*®
4. Adapun syarat harta yang dikenai zakat adalah:
a. Milik penuh.

b. Halal.

(@]

. Berkembang.

o

. Cukup senisab.

. Lebih dari kebutuhan biasa.

(L]

=h

Bebas dari hutang.
g. Berlalu setahun.*
5. Lembaga Pengelolaan Zakat
Lembaga yang menjadi pengelola zakat dalam
Undang-Undang baru ini adalah BAZNAS, BAZNAS
Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.  Untuk
melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk

BAZNAS. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada Undang-

“8 |bid, Pasal 4

4% Rancangan Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2011 Tentang
Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat serta Pendayagunaan Zakat Untuk
Usaha Produktif, Pasal 1 ayat (2)
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Undang ini merupakan lembaga pemerintah non struktural
yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada
Presiden melalui Menteri.>°
Saat ini, BAZNAS diketuai oleh Prof. Dr. Bambang Sudipyo
dan mempunyai seorang wakil ketua umum BAZNAS serta
sembilan orang sebagai anggota BAZNAS yang masa baktinya
adalah dari tahun 2015 sehingga 2020 akan datang.®
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi; Pertama sebagai
Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat. Kedua sebagai Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian
dan pendayagunaan zakat. Ketiga sebagai Pengendalian
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
Keempat sebagai Pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan pengelolaan zakat.>?
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang baru

yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang ditandatangani

%0 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 5

5L http://pusat.baznas.go.id/struktur-organisasi/, (diakses pada 27
Maret 2018)

52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat (1)
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pada tanggal 25 November 2011 oleh Presiden Republik
Indonesia, DR. Susilo Bambang Yudhoyono, Undang-Undang
tersebut dengan menggantikan Undang-Undang No. 38 Tahun
1999 yang sudah tidak berlaku lagi. Perbedaan dasar antara
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dengan Undang-Undang
No. 38 Tahun 1999 adalah:

a. Pengurusan zakat nasional secara terpusat, sepenuhnya di
tangan pemerintah dengan merujuk Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berhak
melakukan tugas pengurusan zakat secara nasional di
mana BAZNAS bertanggung jawab langsung kepada
Presiden melalui Menteri Agama. Campur tangan Negara
sudah kelihatan dalam Undang-Undang yang baru ini,
Undang-Undang yang baru menyatakan dengan jelas
bahwa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat
mutlak harus dilakukan oleh Negara, sehingga pengurusan
zakat ataupun pengumpulan dan pengagihan secara

nasional hanya dilaksanakan oleh BAZNAS, dengan
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tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat secara
maksimum, efisien dan efektif.

b. Lembaga atau institusi zakat selain pemerintah yang
diberikan kuasa. Lembaga-lembaga masyarakat yang
sudah ada diberi kuasa oleh BAZNAS sama ada dalam
pelaksanaan pengumpulan dan pengagihan, maka
lembaga-lembaga ini wajib melaporkan pelaksanaan
pengumpulan dan pengagihan kepada BAZNAS secara
berkala dan diaudit.

c. Adanya Undang-Undang yang ketat dari segi keizinan dan
syarat-syarat yang khusus bagi yang ingin mendirikan
lembaga atau institusi zakat baru.

d. Adanya hukuman dan sanksi bagi amil yang melakukan
pengurusan zakat tanpa memperoleh izin pejabat yang
berwenang.>®
Dalam rangka pengumpulan zakat di Indonesia pada Pasal

21 Ayat 1 dan 2 No. 23 Tahun 2011 tentang Undang-Undang

% Zulkarnain Muhammad Ali, Peranan Pemerintah Dalam
Pengurusan Zakat Di Indonesia Dan Malaysia, (Jurnal Hadhari 8 (2), 2016),
him. 237
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pengelolaan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas
kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri
kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.>
Bagi siapa-siapa yang tidak menunaikan zakat, aturan tersebut
tidak dinyatakan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011,
tetapi ia terdapat di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma)
No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Ekonomi Hukum Syariah
Pasal 691, bahwa :

a. Barang siapa yang tidak menunaikan zakat maka akan
dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya
zakat yang wajib dikeluarkan.

b. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan
pada putusan pengadilan.

c. Barang siapa yang menghindar dari menunaikan zakat,
maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi

(20%) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan.

54 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 21 (2)
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d. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda
dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan
kepada badan amil zakat daerah Kabupaten/Kota.>®

Undang-Undang zakat di Indonesia terus disesuaikan
dengan perkembangan zaman bermula pada tahun 1999 sehingga
tahun 2012. Perkembangan zakat juga akan semakin berkembang
pesat, baik dari sisi penghimpunan maupun pemberdayaan, serta
membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan
melalui  program pemberdayaan masyarakat. Kesadaran
masyarakat semakin tinggi dalam mengelola zakat secara
transparan, karena saat ini masyarakat telah sadar betapa zakat
memiliki ~ pengaruh  yang cukup  signifikan  dalam
memberdayakan masyarakat.

Program-program yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS
dalam membantu pengembangan komunitas ~ dengan
mengintegrasikan aspek sosial adalah :

a. Program Zakat Community Development (ZCD)

%5 Perma No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi
Syari’ah
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b. Rumah Sehat Baznas

¢. Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB)

d. Konter Layanan Mustahik (KLM)

e. Program Tanggap Bencana.®

Guna tercapainya tujuan yang lebih optimal dalam

pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat, maka dalam
Undang-Undang disebutkan bahwa lembaga pengelola zakat
tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infak,
sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat. Pendayagunaan zakat
diperuntukkan khusus bagi mustahik delapan asnaf. Sesuai
dengan penjelasan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, mustahik
delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, mu allaf, rigab, gharim,
fisabilillah dan ibnu as-sabil yang dalam aplikasinya dapat
meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi,
seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang

menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang

%6 http://pusat.baznas.go.id/zakat-community-development/ (diakses
pada 11 Maret 2018)
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terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana
alam.’

Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang baru ini,
tentunya menjadi berita yang baik karena pengurusan zakat sudah
diatur oleh pemerintah. Peranan Negara sudah dilegalisasi oleh
Undang-Undang dalam Undang-Undang yang baru ini, sehingga
menjadi kewajiban Negara untuk menyadarkan masyarakat untuk
membayar zakat sehingga pengumpulan zakat secara nasional
meningkat.*®

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) sebagai salah satu
badan lembaga amil zakat nasional perlu diberi lagi penguatan.
Sehingga, keberadaan Baznas bisa lebih dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat luas. BAZNAZ sebagai pengelola zakat harus
bekerja secara profesional, tidak hanya harus memperhatikan
dalam aspek penggalangan dana zakat dan menciptakan program

pengentasan kemiskinan yang berkualitas. Tetapi juga dalam

5 Muhammad Ngasifudin, Konsep Sistem Pengelolan Zakat Di
Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah, (Jurnal Ekonomi
Syariah Indonesia, Volume V, No.2 Desember 2015), him. 226

% Zulkarnain Muhammad Ali, Peranan Pemerintah Dalam
Pengurusan Zakat Di Indonesia Dan Malaysia, (Jurnal Hadhari 8 (2), 2016),
him. 237
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aspek sosialisasi dan komunikasi. Aspek sosialisasi dan
komunikasi sebagai syiar kebermanfaatan zakat amat
perlu digalakkan kepada publik. Masih jauhnya realisasi
penghimpunan dengan potensi zakat ditengarai salah satunya

masih banyak publik belum memahami perihal zakat.

C. Sejarah Kemunculan Zakat Di Wilayah Persekutuan
Malaysia

Baitulmal di Malaysia pada masa sekarang berbeda dari
segi pengurusan dan posisinya dibandingkan dengan awal-awal
kemunculannya dalam sejarah peradaban Islam. Dampak dari
penjajahan Barat telah menyebabkan unit ini terpisah dan
berbeda-beda menurut negeri masing-masing. Kondisi ini
disebabkan beberapa faktor yang memperlambat pemberdayaan
lembaga baitulmal secara keseluruhan apakah berasal dari dalam
institusi baitulmal di seluruh negeri itu sendiri maupun faktor

yang berada di luar kendalinya.*®

% Aidin Alfin, Model Implementasi Zakat Sebagai Instrumen
Jaminan Sosial (Kajian Pada Baitulmal Majelis Agama Islam Wilayah
Persekutuan, Malaysia), (Jurnal Media Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014),
him. 293
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Namun begitu, baitulmal Majelis Agama Islam Negeri
(MAIN) masih melaksanakan fungsi pengawas harta umat Islam.
Kebutuhan adanya unit ini dapat dirujuk kepada perintah
Wilayah Persekutuan (Perubahan Enakmen Administrasi Hukum
Syarak) 1974, di mana Bab 94 (1) dan (2) menyebutkan sebagai
berikut :

“1. Suatu kumpulan wang yang dinamakan baitulmal
hendaklah diadakan. Kumpulan wang itu hendaklah
mengandungi wang tunai dan harta yang boleh dianjak
atau tidak iaitu mengikut Undang-Undang Islam atau
mengikut Undang-Undang ini atau peraturan-peraturan
yang dibuat mengikut Undang-Undang ini menambah
ataupun didermakan oleh siapa-siapa kepada kumpulan
wang itu.

1.A. Semua zakat dan fitrah yang dipungut menurut
bagian ini hendaklah dimasukkan ke dalam kumpulan
wang baitulmal tetapi hendaklah diasingkan kira-kira
kumpulan wang ini.

2. Semua wang dan harta dalam kumpulan wang itu
hendaklah terserah kepada majlis yang akan
mentadbirkan wang-wang itu dan harta mengikut

peraturan yang dibuat di bawah Undang-Undang
ini .60

Oleh karena itu, dalam rangka memberdayakan zakat di

Wilayah Persekutuan Malaysia, Majelis Agama Islam Wilayah

8 1bid, him. 293
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Persekutuan (MAIWP) telah didirikan, yaitu pada tanggal 1
Februari 1974 serentak dengan perwujudan Wilayah Persekutuan
Malaysia. Perwujudannya adalah untuk menjaga hal ihwal Islam
di Wilayah Persekutuan Malaysia yang sebelum itu diletakkan di
bawah kerajaan negeri Selangor. MAIWP selepas itu turut
bertanggung jawab menguruskan hal ihwal umat Islam di Labuan
dan Putrajaya setelah kedua-duanya diumumkan sebagai
Wilayah Persekutuan masing-masing pada 16 April 1984 dan 1
Februari 2001.%!

Perwujudan MAIWP dinyatakan melalui peruntukan di
dalam Perlembagaan Persekutuan dan Akta Administrasi
Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993
[Akta 505]. Perkara 3 (5) Perlembagaan Persekutuan
memperuntukkan bahwa :

“Walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan ini,
Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjadi Ketua Agama
Islam di Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,
Labuan dan Putrajaya; dan bagi maksud ini Parlimen
boleh melalui Undang-Undang membuat peruntukan-

peruntukan bagi mengawal selia hal ehwal agama Islam
dan bagi menubuhkan suatu Majlis untuk menasihati Yang

81http://www.maiwp.gov.my/i/index.php/en/mengenai-kami/sejarah-
penubuhan (diakses pada 26 Maret 2018)
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di-Pertuan Agong mengenai perkara-perkara yang
berhubungan dengan agama Islam .62

Mengenai perwujudan majelis, telah dinyatakan dalam
Akta Administrasi Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 1993 Seksyen 4 (1), Akta 505 :

“Maka hendaklah ada suatu badan yang dikenali sebagai
“Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan”, untuk
menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam perkara-
perkara yang berhubungan dengan agama Islam.”

Bidang kuasa MAIWP pula dijelaskan dalam Seksyen 31,
Akta 505 Administrasi Undang-Undang Islam (Wilayah-
Wilayah Persekutuan) 1993 yang menyatakan:

“Majlis hendaklah membantu dan menasihati Yang di-
Pertuan Agong berkenaan dengan semua perkara yang
berhubungan dengan agama Islam di dalam Wilayah-
Wilayah Persekutuan, kecuali perkara-perkara Hukum
Syarak dan yang berhubungan dengan pentadbiran
keadilan, dan dalam semua perkara sedemikian hendaklah
menjadi pihak berkuasa utama di dalam Wilayah-Wilayah
Persekutuan selepas Yang di-Pertuan Agong, kecuali jika
diperuntukkan selainnya dalam Akta ini .5

Majelis Agama Islam Wilayah persekutuan (MAIWP)

berperan sebagai faktor pembangunan sosial-ekonomi umat Islam

%2 Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan, Perkara 3

(5)
8 http://maiwp.gov.my/i/index.php/en/23-info-korporat, (diakses
pada 27 Maret 2018)
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khususnya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan
Labuan. Sejak perwujudan MAIWP pada 1 Februari 1974, ia terus
bergerak sebagai satu badan yang bertanggung jawab dalam
mengumpul zakat dan membagikannya kepada asnaf-asnaf yang
berkaitan.

Menjelang tahun 1991, kewenangan pengumpulan zakat
telah diberikan kepada Pusat Pungutan Zakat (PPZ), yaitu sebuah
anak syarikat milik penuh MAIWP selaras dengan Akta
Administrasi Undang-Undang Islam (Wilayah Persekutuan)
1993 — Akta 505 seksyen 8A (1) tentang kuasa untuk
menubuhkan syarikat dan pengesahan syarikat yang didirikan
yang menyatakan bahwa:

“Majlis boleh, dengan kelulusan Yang di-Pertuan Agong,

menubuhkan syarikat di bawah Akta Syarikat 1965 [Akta

125] untuk menjalankan mana-mana aktiviti yang telah

dirancang atau diusahakan oleh Majlis dalam
melaksanakan kewajipan atau kuasanya di bawah seksyen
7.7

Perwujudan Pusat Pungutan Zakat olen MAIWP ini telah

membantu meningkatkan lagi urusan pungutan zakat di Wilayah

Persekutuan Malaysia.
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D. Aturan Zakat Wilayah Persekutuan Malaysia
Malaysia merupakan sebuah Negara yang terdiri dari 14
negeri. Masing-masing negeri memiliki lembaga pengumpulan
zakat yang berkuasa secara terpusat untuk mengurus zakat dan
pendistribusiannya. Di Wilayah Persekutuan Malaysia, Pusat
Pungutan Zakat (PPZ) adalah salah satu badan yang ditunjuk
pemerintah (Kerajaan Malaysia dalam hal ini Majelis Agama
Islam) sebagai perusahaan semi pemerintah yang diberikan
kewenangan untuk memungut zakat di Wilayah persekutuan.
Pada dasarnya badan yang bertanggung jawab mengelola
zakat di Wilayah Persekutuan ialah Majelis Agama Islam
Wilayah Persekutuan (MAIWP). Kuasa MAIWP adalah
berpandukan Seksyen 7 Akta Administrasi Undang-Undang
Islam (Wilayah Persekutuan) 1993 — Akta 505 yang menyebut
bahwa:
“Maka hendaklah menjadi kewajipan Majlis untuk
menggalakkan, mendorong, membantu dan mengusahakan
kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial

masyarakat Islam dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan
selaras dengan Hukum Syarak "%

64 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah Persekutuan)
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MAIWP membagikan dua lembaga dalam mengatur zakat
di Wilayah Persekutuan Malaysia. Lembaga yang berwenang
dalam mengatur pengumpulan zakat ialah Pusat Pungutan Zakat
(PPZ) dan yang mengatur pendistribusian dan tagihan adalah
Baitulmal MAIWP.

Pusat Pungutan Zakat (PPZ) saat ini dipimpin oleh Haji
Ahmad Shukri Yusoff, dan memiliki 164 pegawai (Amil
Korporat), yang hanya berwenang sebagai lembaga pemungutan
zakat saja.®®

Pusat Pungutan Zakat atau PPZ merupakan salah satu
daripada institusi-institusi zakat utama di Malaysia. PPZ telah
didirikan pada tahun 1991 oleh Majelis Agama Islam Wilayah
Persekutuan (MAIWP) didaftarkan sebagai nama syarikat
Hartasuci Sendirian Berhad (Sdn Bhd) di bawah Akta Syarikat
1965, pengurusannya  berbentuk  perusahaan, seluruh
pengumpulan dana zakat yang dilaksanakan oleh PPZ akan

diberikan kepada pihak baitumal MAIWP untuk pelaksanaan

65 http://www.zakat.com.my/info-ppz/organisasi/direktori-
kakitangan/#1481619930315-8dafel4e-fcee, (diakses pada 9 April 2018)
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pendistribusian. PPZ merupakan institusi zakat pertama di
Malaysia yang memperkenalkan gaya tadbir urus secara korporat
yang sistematik dan tersusun hasil daripada proses penswastaan
yang telah dilakukan, dan juga yang terawal di dunia
mengamalkan kaidah pengoperasian zakat menggunakan
teknologi komputer. Perwujudan PPZ secara khususnya adalah
hanya untuk mengumpul zakat terutamanya zakat harta,
khususnya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan
Labuan saja. Manakala tanggung jawab menguruskan tagihan
zakat masih di bawah pengelolaan penuh Baitulmal MAIWP.5¢
Bagi siapa-siapa yang tidak menunaikan zakat atau fitrah
akan dikenakan sanksi yang telah disebutkan dalam akta 559
Akta Kesalahan Jinayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan)
1997 di bawah seksyen 16:
“Mana-mana orang yang wajib membayar zakat atau
fitrah tetapi-
(a) enggan membayar atau dengan sengaja tidak
membayar zakat atau fitrah itu; atau

(b) enggan membayar atau dengan sengaja tidak
membayar zakat atau fitrah itu melalui amil yang

8 https://ms.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pungutan_Zakat, (diakses
pada 22 Februari 2018)
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dilantik, atau mana-mana orang lain yang
diberikuasa, oleh Majlis untuk memungut zakat
atau fitrah, adalah melakukan suatu kesalahan
dan apabila disabitkan boleh didenda tidak
melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan
selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau

kedua-duanya”.®’

Zakat harta yang menjadi fokus utama PPZ adalah:

[EEN

. Zakat pendapatan;

2. zakat uang simpanan;

3. zakat perniagaan;

4. zakat emas;

5. zakat perak;

6. zakat saham;

7. zakat Kumpulan Simpanan Uang Pekerja (KWSP).®8

Pendistribusian atau penyaluran zakat dilakukan oleh

Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) dengan
mendistribusikan dana zakat melalui Baitulmal-MAIWP.
Bagian baitulmal Majelis Agama Islam Wilayah

Persekutuan (MAIWP) berperan dan bertanggung jawab di dalam

7 Akta 559 Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 1997

% Azman Ab Rahman, Ensiklopedia Pengurusan Zakat Di Malaysia,
('Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia, 2017), him. 151
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melaksanakan tagihan zakat di Wilayah-Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Sebelum ini tagihan zakat
dilakukan melalui 17 skema bantuan zakat. Pada tahun 2005,
sebanyak 10 skema tambahan telah diwujudkan menjadikan
skema bantuan zakat di Baitulmal MAIWP keseluruhannya
berjumlah 27 skema. Bantuan ini disalurkan kepada pemohon-
pemohon melalui konter di Bagian Baitulmal MAIWP beralamat
di Bangunan Daruzzakah, Lorong Haji Hussein, Kuala Lumpur.
Antara skema-skema berkenaan ialah:

a. Bantuan Keuangan Bulanan.

b. Bantuan Persekolahan.

c. Bantuan Perniagaan.

d. Bantuan Deposit Sewa Beli Taksi.

e. Bantuan Membina/Membaiki Rumah dan Deposit

Membeli Rumah Biaya Rendah.

f. Bantuan Tambang Dalam/ Luar Negeri (ibnu as-sabil).%®

8 Muhammad Yamin Ismail, Pelaksanaan Agihan Zakat Majlis
Agama Islam Persekutuan, (Jurnal Pengurusan JAWHAR, 2007), him. 48
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Zakat Wilayah Persekutuan Malaysia mempunyai dua
lembaga yaitu Pusat Pungutan Zakat dan Baitulmal MAIWP,
kedua-dua lembaga ini mengurus zakat secara signifikan untuk
mempercepat kemajuan dan kesejahteraan suatu masyarakat agar
dapat mengurangkan angka kemiskinan, dan meratakan aset dan

sumber ekonomi masyarakat.



BAB IV
ANALISIS ATURAN PELAKSANAAN ZAKAT DI
INDONESIA DAN WILAYAH PERSEKUTUAN
MALAYSIA

A. Aturan Pelaksanaan Zakat Menurut Undang-Undang
Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Dan Aturan
Pelaksanaan Zakat Di Wilayah Persekutuan Malaysia

Dalam melaksanakan pengelolaan zakat di Indonesia dan
Wilayah Persekutuan Malaysia, masing-masing memiliki aturan
pelaksanaan zakat yang menjadi sumber untuk melayani
masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-
Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, manakala
di Wilayah Persekutuan Malaysia, pengelolaan zakat diatur
dalam Akta Administrasi Undang-Undang Islam (Wilayah-
Wilayah Persekutuan) 1993.

Indonesia dan Wilayah Persekutuan Malaysia juga
memiliki aturan bagi siapa-siapa yang tidak menunaikan zakat.

Indonesia menetapkan aturan tersebut di dalam Peraturan

65
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Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi
Ekonomi Hukum Syariah Pasal 691, bahwa keputusan
didasarkan pada putusan pengadilan, pelanggaran tidak
menunaikan zakat akan dikenakan denda dengan jumlah tidak
melebihi (20%) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan, zakat
yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil
secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil
zakat daerah Kabupaten/Kota.”® Wilayah Persekutuan Malaysia
mengatur aturan bagi pelanggaran ini di dalam akta 559 Akta
Kesalahan Jinayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan)
1997 di bawah seksyen 16 bahwa boleh didenda tidak melebihi
satu ribu ringgit ( Rp. 3.5 juta) atau dipenjarakan selama tempoh
tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.”

Lembaga pengelola zakat. Badan Amil Zakat Nasioanal
(BAZNAS) merupakan lembaga pengelolaan zakat di Indonesia
yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, namun yang

mengatur zakat di setiap Provinsi atau Kabupaten/Kota itu adalah

0 Perma No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi
Syari’ah

L Akta 559 Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 1997
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kewenangan pada setiap badan amil zakat Provinsi atau
Kabupaten/Kota masing-masing.’? Terdapat persamaan dengan
Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP), MAIWP
bukanlah lembaga zakat di tingkat nasional tetapi hanya
melakukan pengelolaan zakat di Provinsi yaitu Wilayah

Persekutuan Malaysia.

B. Perbedaan Aturan Zakat Di Indonesia Dan Wilayah
Persekutuan Malaysia

Dari uraian di atas, terdapat perbedaan dalam tinjauan

aturan zakat di Indonesia dan Wilayah Persekutuan Malaysia.

Perbedaan tersebut adalah:

a. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Pasal 6, Badan Amil Zakat (BAZNAS)

menyelenggarakan fungsi pengelolaan zakat Indonesia

yang berwenang di bawah pemerintah untuk

melaksanakan ~ pengumpulan  zakat  sekaligus

2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 15 (5)
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pendistribusiannya. Di Wilayah Persekutuan Malaysia,
pengumpulan zakat hanya dilaksanakan oleh lembaga
semi pemerintah yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ),
pengurusannya berbentuk perusahaan yang diuruskan
olen Hartasuci Sendirian Berhad (Sdn Bhd) yaitu
syarikat milik penuh MAIWP, pengumpulan dana zakat
yang dilaksanakan oleh PPZ akan diberikan kepada
pihak  baitumal MAIWP untuk pelaksanaan
pendistribusian, manakala pendistribusian  zakat
dilaksanakan oleh Baitulmal Majelis Agama Islam
Wilayah Persekutuan (MAIWP) sendiri.

. Jenis harta zakat yang dikumpulkan menurut Undang-
Undang No. 23 Tahun 2011 lebih banyak dibanding
yang dikumpulkan oleh PPZ-Wilayah Persekutuan
Malaysia. Jenis harta zakat yang disebutkan dalam pasal
4 (2) mempunyai sembilan jenis harta yaitu emas, perak,
dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga
lainnya; perniagaan; pertanian; perkebunan dan

kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan;
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perindustrian; pendapatan dan jasa; rikaz. Manakala
harta zakat yang menjadi fokus utama PPZ dalam
mengumpul dana zakat hanya lima jenis vyaitu
pendapatan; uang simpanan; perniagaan; emas dan

perak; zakat saham.

C. Perkembangan Zakat Di Indonesia Dan Wilayah
Persekutuan Malaysia

Perkembangan zakat yang terjadi di antara Indonesia dan
Wilayah Persekutuan Malaysia juga mempunyai persamaan dan
juga perbedaan. Persamaan tersebut antaranya adalah dari segi
keberhasilan dalam meningkatkan dana zakat. Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu lembaga Pengelola zakat
yang dibentuk oleh Pemerintah dapat meningkatkan
pengumpulan dana zakat yang cukup signifikan. Pada tahun 2007
dana zakat yang terkumpul di BAZNAS mencapai Rp. 450
miliar, pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 920 miliar, dan
pada tahun 2009 tumbuh menjadi Rp. 1.2 triliun. Untuk tahun

2010, dana zakat yang berhasil dikumpulkan BAZNAS mencapai
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Rp. 1.5 triliun. Meskipun angka yang berhasil dicapai oleh
BAZNAS belum sebanding dengan potensi zakat yang ada di
tengah-tengah masyarakat yang diprediksi bisa mencapai Rp.19
triliun Public Interest Research & Advocacy Public (PIRAC),
atau Rp. 100 triliun (Asian Development Bank), akan tetapi apa
yang telah dicapai oleh BAZNAS sesungguhnya merupakan
prestasi yang luar biasa dalam menghimpun zakat. (A.
Muchaddam Fahham, 2011 :15).7

Berdasarkan laporan keuangan yang disediakan oleh
BAZNAS, setiap tahun telah berlaku peningkatan terhadap dana
penerima zakat, seperti pada tahun 2014 dana penerima zakat
telah terkumpul hampir sebanyak Rp. 70 miliar dan pada tahun
berikutnya dana penerima zakat telah meningkat kepada Rp. 82.2
miliar.” Ini menunjukkan kemajuan peningkatan zakat yang baik

walaupun hanya dalam tempoh satu tahun.

3 Ahmad Syafig, Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga
Pengelola Zakat, (Jurnal ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni 2016), him. 23

" http://pid.baznas.go.id/laporan/keuangan/laporan-keuangan-
baznas-lap-realisasi-anggaran-neraca-catatan-atas-lap-keuangan/laporan-
keuangan-tahun-2015 (diakses pada 22 April 2018)


http://pid.baznas.go.id/laporan/keuangan/laporan-keuangan-baznas-lap-realisasi-anggaran-neraca-catatan-atas-lap-keuangan/laporan-keuangan-tahun-2015%20(diakses
http://pid.baznas.go.id/laporan/keuangan/laporan-keuangan-baznas-lap-realisasi-anggaran-neraca-catatan-atas-lap-keuangan/laporan-keuangan-tahun-2015%20(diakses
http://pid.baznas.go.id/laporan/keuangan/laporan-keuangan-baznas-lap-realisasi-anggaran-neraca-catatan-atas-lap-keuangan/laporan-keuangan-tahun-2015%20(diakses
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Bagi Wilayah Persekutuan Malaysia, Pusat Pungutan Zakat
(PPZ) mempunyai banyak kaidah pengumpulan dana zakat untuk
meningkatkan kesadaran terhadap para mustahik untuk
mengeluarkan zakat dengan mudah. Antara kaidah penting yang
menyumbang kepada pengumpulan zakat yang tinggi ialah
kaidah potongan gaji. Melalui kaidah ini, kebanyakan pembayar
zakat terdiri daripada karyawan kerajaan pusat dan negeri.
Namun begitu, usaha meningkatkan pembayaran melalui kaidah
ini terus ditingkatkan, contohnya mengadakan sesi penerangan
dan kerja sama bagi menggalakkan kaidah ini dalam kalangan
karyawan swasta.”

Pencapaian kutipan zakat mencatatkan kutipan tertinggi
dibanding negeri-negeri  yang lain di Malaysia sejak
penkorporatan. Pada tahun 1991, kutipan zakat hanya
mencatatkan Rp. 127.3 miliar telah meningkat kepada Rp. 877.2

miliar 10 tahun kemudian, yaitu peningkatan sebanyak Rp. 750.2

5 Fidlizan Muhammad, Kepelbagaian Kaedah Pungutan Zakat:
Analisis Di Pusat Pungutan Zakat-Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan
Dari Tahun 2003-2009, (Jurnal Syariah: vol. 20, 2012), him. 339
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miliar sebagaimana yang tercatat dalam Laporan Tahunan Pusat
Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan.’®

Baitulmal-MAIWP juga telah berkembang maju dalam
menyalurkan zakat kepada rakyat melalui skema bantuan yang
disediakan. Pada tahun 2010, MAIWP telah menyalurkan
sebanyak Rp. 664 miliar kepada para asnaf dan jumlah
penyaluran tersebut terus meningkat setiap tahun dan pada tahun
2015 jumlah penyaluran sebanyak Rp. 2 triliun telah berhasil
dibagikan.”’

Dari hasil data ini, tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa
PPZ-MAIWP telah bergerak untuk mencapai peningkatan
pengumpulan zakat dengan menerapkan kaidah lebih mudah bagi
pembayar zakat. Dengan mewujudkan lebih banyak kemudahan
untuk keselesaan pembayarnya, pada masa yang sama melakukan
kampanye-kampanye dakwah zakat kepada masyarakat.

Perbedaan perkembangan zakat :

6 Nur Binti Ishak, Kajian Kecekapan Kutipan Zakat di Wilayah
Persekutuan, Persidangan Kebangsaan Hafizah Ekonomi Malaysia ke VIII,
2013), him. 415

"http://intranet.jawhar.gov.my/spmj/public/zkt_agihan_tahun.php?k
od_negeri=14&negeri=WILAYAH%20PERSEKUTUAN (diakses pada 22
April 2018)


http://intranet.jawhar.gov.my/spmj/public/zkt_agihan_tahun.php?kod_negeri=14&negeri=WILAYAH%20PERSEKUTUAN
http://intranet.jawhar.gov.my/spmj/public/zkt_agihan_tahun.php?kod_negeri=14&negeri=WILAYAH%20PERSEKUTUAN
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a. Jumlah peningkatan dana pengumpulan dana zakat setiap
tahun. Penulis melihat Wilayah Persekutuan Malaysia
memiliki dana zakat yang lebih tinggi dibanding Indonesia.
Ini dibuktikan dari purata peningkatan jumlah dana zakat
yang diperolehi Indonesia dan Wilayah Persekutuan
Malaysia pada setiap tahun dari kedua-duanya.

b. Dalam lingkungan meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap pembayaran zakat, Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Indonesia telah memberikan rekomendasi dan
dilanjutkan dengan pemberian izin oleh Kementerian
Agama pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk tingkat
Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.”® LAZ merupakan
lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau di
luar pemerintah. LAZ ini dikukuhkan, dibina dan
dilindungi oleh pemerintah. Antara lembaga zakat yang
didaftarkan ditingkat nasional adalah :

i. LAZ Dompet Dhuafa Republika

& http://pusat.baznas.go.id/lembaga-amil-zakat/daftar-lembaga-
amil-zakat/, (diakses pada 24 April 2018)


http://pusat.baznas.go.id/lembaga-amil-zakat/daftar-lembaga-amil-zakat/
http://pusat.baznas.go.id/lembaga-amil-zakat/daftar-lembaga-amil-zakat/
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ii. LAZ Nurul Hidayat
iii. LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia
Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Wilayah Persekutuan
Malaysia tidak menggunakan Lembaga Amil Zakat
(LAZ), namun hanya menyediakan kaidah-kaidah
promosi dan pembayaran zakat terhadap masyarakat,
seperti ceramah, dan seminar zakat; penerbitan buku
zakat; keragaman saluran pembayaran zakat.”
Keberbagaian khususnya dalam saluran bayaran pada
masa kini dapat dilihat amat membantu hasil kutipan zakat
meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan kepada pengalaman
lembaga zakat dalam menempuh arus pemodernan dengan
berhasrat ingin menjadi sebuah institusi yang ulung lagi efisien,
didapati bahwa kaidah memperbagaikan saluran pembayaran
zakat juga merupakan satu usaha yang berkesan bagi memastikan
umat Islam dapat melaksanakan atau menunaikan rukun Islam

dengan lebih mudah.

8 Azman Ab Rahman, Ensiklopedia Pengurusan Zakat Di Malaysia,
(Nilai: Universitas Sains Islam Malaysia, 2017), him. 157-159



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, di akhir
pembahasan skripsi ini penulis dapat menarik sebagai
kesimpulan adalah seperti berikut :

1. Di Indonesia, Pengelolaan zakat diatur oleh Undang-
Undang No. 23 Tahun 2011 untuk melaksanakan
pengelolaan zakat secara nasional, pemerintah
membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
sebagai lembaga  yang berwenang dalam
menyelenggarakan  fungsi  kegiatan  perencanaan,
pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan.
Posisinya menjadi sangat penting bagi perkembangan
dunia zakat nasional ke depan, terutama terkait potensi
dananya yang besar dan perannya yang strategis dalam
penanggulangan  kemiskinan  dan  peningkatan

kesejahteraan masyarakat.
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2. Pengelolaan zakat di Wilayah Persekutuan Malaysia
dinaungi oleh Majelis Agama Islam Persekutuan
(MAIWP). Kemudian dalam struktur kelembagaan
MAIWP terdapat Baitulmal yang bertugas untuk
mengelola zakat. Namun kemudian MAIWP mendirikan
anak usaha Harta Suci Sendirian Berhad (Sdn Bhd) yang
disebut sebagai Pusat Pungutan Zakat (PPZ). Wilayah
Persekutuan Malaysia memiliki dana yang terpisah
antara pemungutan dana zakat yang dikelola oleh PPZ
sebagai perusahaan swasta yang didirikan MAIWP dan
penyaluran dana zakat yang disalurkan melalui
Baitulmal MAIWP yang merupakan dari struktur
kelembagaan kerajaan. Pengelolaan zakat di MAIWP
telah berjaya menjalankan tanggung jawab mengumpul
dan menyalurkan zakat kepada asnaf fakir, miskin, ‘amil,
mu ‘allaf, al-rigab, al-gharimin, fisabzlillah dan ibnu as-
sabzl. Saban tahun prestasi kutipan zakat oleh PPZ-
MAIWP meningkat. Begitu juga dengan prestasi

penyaluran zakat kepada asnaf-asnaf melalui 27 skema
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bantuan turut menunjukkan peningkatan dan telah
membantu penerima meningkatkan sosial ekonomi
mereka.

Dari penelitian penulis, terdapat persamaan dan
perbedaan pengelolaan zakat Indonesia menurut
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan pengelolaan
zakat di Wilayah Persekutuan Malaysia. Indonesia dan
Wilayah  Persekutuan  Malaysia, kedua-duanya
mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang
pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun
2011 bagi Indonesia, dan Akta Administrasi Undang-
Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993
bagi Wilayah Persekutuan Malaysia. Dari segi
perbedaannya, pengumpulan dan pendistribusian zakat
yang dilaksanakan oleh Indonesia adalah tanggung
jawab lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),
manakala pengelolaan zakat di Wilayah Persekutuan
Malaysia mempunyai dua lembaga, pertama yaitu Pusat

Pungutan Zakat (PPZ) sebagai lembaga khusus yang
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berwenang dalam mengumpul dana zakat, kedua adalah
baitulmal Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan
(MAIWP)  yang  bertanggung jawab  dalam

pendistribusian zakat di Wilayah Persekutuan Malaysia.

B. Saran

Dalam mendukung kemajuan pengelolaan dana zakat,
semua lapisan masyarakat baik lembaga pemerintahan maupun
rakyat, wajib bahu-membahu dalam mendukung tugas-tugas
badan zakat, karena ini adalah dasar pokok untuk menghidupkan
kewajiban berzakat dan mematuhi Undang-Undang zakat yang
telah disediakan agar penuaian zakat terus berkembang hingga ke
masa hadapan.

Zakat yang keberadaannya dipandang sebagai sarana
komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam
masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam
menyusun kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan di dalam
sebuah Negara. Dengan demikian permasalahan dalam dunia

Islam bukanlah sekadar bagaimana cara menghimpun dan
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menyalurkan zakat kepada yang berhak, tetapi lebih jauh
mencakup upaya sistematisasi untuk mentransformasikan nilai-

nilai Islam dalam pengembangan masyarakat dan Negara.
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DAFTAR KATA SERAPAN

1. Akta
Akta adalah ungkapan asing yang dari perkataan ACT yang
bermaksud tindakan atau undang-undang.
Di Malaysia, Akta bermaksud undang-undang yang
disusun, diubah, dibahas dan diwartakan sebagai undang-
undang yang diguna pakai di Negara Malaysia yang dibuat

oleh Dewan Rakyat (parlemen).

2. Enakmen
Enakmen Dbermaksud sesuatu undang-undang Yyang
disusun, dipinda dan dibahas di dalam dewan Undangan
Negeri (DUN) di provinsi semenanjung dan provinsi Sabah

selepas kemerdekaan.

3. Seksyen
Seksyen bermaksud bagian atau pasal-pasal dalam undang-

undang di Malaysia.

4. Perlembagaan
Perlembagaan adalah Undang-Undang Tertinggi bagi
menentukan  pembahagian  kuasa antara  bidang

pemerintahan dan pelaksanaanya. la menjadi sumber



rujukan utama untuk menyusun undang-undang lain yang

terdapat di Malaysia.
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